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Dengan ini saya Ir. Eko Muh Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang
menyatakan bahwa Instansi kami adalah Instansi bukan Pemerintah dengan:

NPWP : 1.247.164.5-524.000
Atas Nama : YAS. BADAN PEMBINA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

Alamat 1 JL. TIDAR NO. 21 MAGERSARI MAGELANG 56126
Adalah Bukan Pengusaha Kena Pajak ( PKP)

Universitas Muhammadiyah Magelang beserta unit didalamnya tidak terdaftar sebagai Pengusaha Kena
Pajak, oleh karena itu kami tidak dapat mengelurkan Faktur Pajak Standar untuk setiap transaksi yang
kami lakukan.Hal tersebut sesuai dengan :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3. Undang Undang nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 3b tentang subjek pajak yang menyebutkan
bahwa unit tertentu dari badan pemerintah yang tidak memenunhi criteria tidak termasuk subjek
pajak;

4. UU Republik Indonesia No.42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga dan Undang Undang Nomor
8 Tahun1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah Pasal 14 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa Orang atau Badan yang tidak
dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak

5. Tidak diterbitkannya Surat Keterangan Pengusaha Kena Pajak oleh Pihak Kantor Pelayanan Pajak

Apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang terkait dengan kewajiban perpajakan maka kami bersedia
menanggung dan meyetorkan ke Kas Negara

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinnya

B lang, 27 April 2015
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